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PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI D KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
Skeipisi ¥ 1 olek Milia Fudilek, Permbimhing §: ML Arig Zurnets, 5,5, AL Penbimbimg 1 Nebwltis, 540, M.H,

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sampai dengan seat ini masih menjadi salah sam masalah besar vang dihadapi Bangsa
wdonesia di bidang hukum. Hal ini terlibat dari pefingkittan dan perkembangan tindak pidans korupsi yang telah
sechang, dan akan senantiase menghambat leju pertombalan dan pembanguenan nazionil, serta menimbulken kerugian
wang besur terhadap keuangan negara, Pidana tambahan berupa pershiyaran vang pengganti nterupakan salah satu
aramit yuridis yang dianggap tepat untuk mengembalikan kerugian negara di sekior kewangan dan perekonomian.
Mamon, fakta yang refudi di lapangan menonjukkan bahwa, belum semua terpiduna kasus korupsi vang divonis
untukl membayar wang penpgEanti kepiada negara melaksanakan pidann tersebur, Mkibatnva, jumnlah tungoakan LiLng
penggant kusus korupsi pada laporan kevangen Kejaksaan Agung menjudi semakin besar, Untuk menaetalini lebih
anjur terkiil pelnksanaan pidana pembayaran vzng pengeantt, maky dulam penvlisan ini penulis mengemukakan
oeberapa rumusan pormasalzhan, yakni: 1), Bagaimanakakh pelaksanzan pidana pembayaran uang pengganti bagl
erpidaini kasus korupsi di Kejaksazn Tinggi Sumatera Barat 1. Apakoh hambatan vang ditesrui oleh Taksa dalam
melakszman pidana pembayarun vang pengeanti terschug 35, Apakah dampak dari pelaksanaar pidura pembiaviiran
=2ne pengganti bagi terpidana kasus korupst di Kejakszan Tineei Sumuetera Barar ternadap upaya pemberaniasen
tniak pidany korupsi. Adapun pendekatan misalzh ¥ang penulis pergunakan adalab pendekatan yuridis sosiolegis
-z dari hiasil penelitizn yang dilekukan diperolek, vakni; 19, Pelaksanraan prdana pembayaran uang pencoant telah
serhasil dieksekust oleh Jaksa werhodap 3 {iiga) terpidana kasus korupst dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
sumaiera Bard, vang meliputi Kejaksaan Negeri Pavakumbuh, Painan, dan Lubuk Basung. Mamun demikian, masih
=rdapat beberapu terpidana yang belum berhasil dieksekusi pembsyaran uang penggantings oleh Jaksa Vi
ertimdak sebagan eksekutor atas putusan Pesgadilan. 2), Dalam pefaksanann pidana tambahan ini terdapar beberapa
| Fambatan yang dihudapi Jaksa, batk ity berasal dari sikap terpidana sendiri vang berusaha mengeluk atay berusuha
| menyembunyikan harta benda yang dimiliki secarn rapi. Di simping itu, belum ada suatu Jangkah terabosan dlaupun
“xbijakan pimpinan di lingkengan Kejaksasn vang dapal memakzimalkan terkembalikannya vang pengpanti.
=\ Helum adn dampak vang sangat besar atas pelaksanain pidana pembavaran uang pengganti terhadap upave
semberantusan tindak pidena korpsi dalam wilavah hukum Kejaksaan Tingpi Sumatcra Barat, Bagaimanapun,
oelzisanman pidana tambahan tersebuot elal berjalan lebibh baik  dalam rentang waktu 3 {uea) tahun terakhir,
=zlaupun belum terlaksana sceara optimal. Untuk flw, harus divpayakan adanya solusi atas hambaten-hambatan vang

==rul, sehinggn uang negara yang dikorupsi bisa kembali masuk ke kas negara,
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BAB1

PENDAHULUAN

AL Latar Belakane Masalah

Tirdak piclana korupst sampai dengan saat ind masih menjadi salah sat masalah
besar vang dibadapt Bangsa Indonesia pada bidang hokum. Kenvatean ind terlihat dart
semakin meningkainya jumlab kasus korupsi vang terongkap ke hadapan publik dan
hampir sebagian besar pelakunva adalah mercka vang berpendidikan, berpangkat
serta mendudukl jabatan vang berpengaruh di negeri inic Tingginva angkas Lorupsi
vang terjadi di Indonesia didukung denpan adanva hasil kajian vang memposisikan
Indonesia sebagai negara terkorup di dunis beberapa wakou lalu, Realitas ini memang
menvakitkan rasa kebangsaan, namun dalam kenvataan di lapangan, Fikia tersebur
tichzk dapar diclakkan.

Dizlam ketentuan Undang-Undang Momor 31 Tahun 1989 jo Unidang-LUndana
Momor 240 Tahun 2000 tentang Pesnberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan
nahwa, korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana vang sifunya sangat
merugikan keuangan dan perckonomian negara,’ Bahkan, pada bagian pertimbangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Lindang-Undang NMomor 20 Tahun 2001

tentang - Pemberantasan Tindak  Pidana Korepsi,  korupsi diksakan sehagai

-

Lihat porml {n) pertiimbangan Undang-Uladaog Womor 300 Talun 09999 fentane
Femberantasan Tindak Pikaen Korups,



pelangearan lerhadap hak-hak sostal dan ekonomi masvarakat secam luas.” Melihat
peningkatan dan perkembuangan vang ferjadi dalam kasus-kasus  tindak priclzr
korupsi. mau tidok mau laju pertumbuhan dan pembangunan nasional menjadi
terhambat. Akibatnva. sasaran pembangunan nasicnal dalam upava mewsjudkan
Bangsa Indonesia sewtuhnya dan rakyal Indonesia selurubnyva tidak berjalan pada
fapur vang telah ditentukon dan dibarapkan,

kenvataan vang menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana korupsi
berlangsung secara cepat dan meluas menvebabkan upava pemberantusan tindak
pidana ini harus  dilakokan dengan jalon wvang sifainya Juae bissa,  Sehagai
kensekuensinyy, terdapat beberapa penvimpangan dari sisi ketentuan hukum  pidana
vany dilerapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proses peradilannya
Dika dibandingkan  dengan  ketentuan  vang diromuskan dalam EUHP. Bentuk
penvimpangan dalam ketentvan Hukum Pidana yvang diberlakukan ini dizntaranva
berupa:’

L. Adam v Ketentuan ancaman pidana minimom dan maksimum khusus,

2l nominal pidana denda vang lebih tinegi, dan

3.Adanya ancaman pidana mati vang merupakan pemberatan pidana.

Jika dilihat dari segi pemidanaan vang dilaksanakan terhadap para pelaku tindak

pidiana korupsi, Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus sehuah kasys

Liliat Bagian pectmbangon wmom Undang-Undang Somor 200 Talis 20400 lentimg
Meruthon Aas Undong-Undang Momor 31 tabun 18999 penang Pemberusason Tindok Pidainn
[ TRTHEL

© Libiat actikel Guse Pravods, Mg Pombavaran Do Parinanrt. Varia Peradilin Tabwn
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[



BAR IV

PENUTLR

AL heesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan vang dilakukan, dapm ditarik

kesimpulan sebhagai berikul

1. Pelaksanaan pidana pembayaran vang pengoanti dalam wilavah  bukuom

Rejaksaan Tingei Sumatera Barat sudab berjulan lebib baik dalam rentang
tiga tahun terakhir, waloupun belum terlaksana secara optimal. Kenvataan
teesebut teclibat o terfaksimanyva cksekusi pidana pembavaran  vang
penggantl pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tahun 2003, Kejakssan
Megeri Painan pada tahun 2007, dan Kejaksaan Negerl Lubuk Basung pada
tahun 2008, Fakia wrsehut dibuktikan dari hasil penelitian vang dilakukan di
kejakspan Negeri Pavakumbuh, Kejaksaan Negeri Lubuk  Basung, dan
Kejaksaan Tingei Sumatcra Barat serta data-data vang terkait dengan
cksckusi pidana pembayaran vang pengganti tersebut.

Dalam pelaksanaan pidana pembayvaran vang pengpeanti. terdapat heherupa
bambatan yang dihadapi oleh Jaksa seluku cksekutor. Hambatan tersehul
dapal herasal dari kondisi terpidana sendini yang tdak mampu unok
membavar atay sckalipun terpidana dan ahli warisnva mampu membayar,
namun tidak melakukan pembayaran dan lebibh memilih menjalani pidana
penjard sebagai pengganti atas pidana pembayaran vang pengeanti. PPada

heberapa  kasus.  terpidana awalova menyangpupi  untuk melakukan

i
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